TSALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/V1/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 8 /HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/1/2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENTRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses
reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu
dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi
kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai
untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjutiKeputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07—
Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan,
maka perlu menetapkan perubahan rencana aksi
reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Trenggalek;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang
Perubahan Penetapan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021.



|

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);

Peraturan Komisi Pemililhan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1783;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

7. Keputusan Komisi Pemililhan Umum Nomor
612/ORT.04- Kpt/05/KPU /XII/2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314 /ORT.07—Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8
/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/1/2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2021.

Menetapkan Perubahan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkam dari keputusan ini.

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan anatara

lain:

a. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Trenggalek Tahun 2021.

b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Trenggalek yang professional dan
berkarasteristik, = berintegritas, berkinerja  tinggi,
berdedikasi, melayani public, netraldan memegang teguh
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system
manajemen sumberdaya manusia yang professional di

lingkungan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten
Trenggalek.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Januari 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
etraris Komisi Pemilihan Umum GEMBONG DERITA HADI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR: 16/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/VI/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/1/2021 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021

PERUBAHAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2021
PELAKSANAAN (BULAN)
Al KEGIATAN IATAN DI KE|
NO REA PERUBAHAN SUB KEG! INDIKATOR KEBERHASILAN AN @ TMAR [ APRIL] M] TONI l U | AT ] SepT | okt [NV | o8
(1) (2) (3) (4) ' (5) (6)
A Lot YA T SgreRn.oer: 1. [Adanya SK Penetapan Tim Reformasl Birokrasl Tahun 2021 v v
iMombanlun komitmen seluruh jajaran pegswal dan pejabat Keglatan kick off / Pembangunan komitmen pelsksanaan Reformas! Birokrasl
:l':k"':'i'“" Ricemae r"_ untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi 2 la lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten. v v
Rencana Aks| Tahunan RB dan Rencana Aks| Agen perubahan di lingkungan
2. [Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aks| Agen | 3. Unit/Sstusn Kerja v v
1 Tarsedlanya media soslalisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses J J
: holder Internal dan eksternal;
g 2 Pambangunan kolom Reformasi Birokrasi Satuan Kerja di website resmi yang J J
" |berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksansan RB di lingkungan Unit Kerja;
2, [Sosiatisas! nlal-nilal untuk menegakan Integritas 1. |Menurunnya jumiah pelanggaran kode etik panyelanggara pemilu; \ v
? | Pemilu den ASN
i 2. |Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN; v v
1, Persentase (%) penandatangan Pakta integritas balk Anggota dan ASN
2, Persentase (%) pslaporan LHKPN
Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN
Pelaksanaan Manajemen 1) Penandatanganan Pakta Integritas Penyslenggara Pemilu; 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut
Perubahan 3, |2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3. |dokumentasi: v ¥
3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan
4) Pembangunan Zona Integritas, . Surat Pernyataan Potens| Benturan Kepentingan
b. Surat Pernyataan Bebas Benturen Kepentingan
¢, Deklarasi pencanangan Zona Integritas Unit Kerja/Satuan Kerja
1. Tersedlanya media sosialisas| nilal-nilal dasar organisasi dan budaya kerja
4 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan 4 positif di lingkungan satuan kerja;
i Manajemen Perubahan " |budaya kerja positif di unit kerja/satuan kerja * |2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar
operasional pelakssnaan keglatan s keseharian;
1. Tersedlianya instrumen
Pembangunan instrumen reward dan punishment yang
| reward and punishment di lingkungan unit/satuan kerja;
B m'hvamn 'k:w::":‘:;: Bobimes beryCarein yang tackalt dengen 3 2. Pembangunan survel kepuasan layanan sebagai indikatoor perbalkan v v ¥
pe AR P |pelayanan di lingkungan satuan kerja;




PELAKSANAAN (BULAN)

TAl IATAN INDIKATOR KEBER LAN
N0 | NRREERIRNN SEATAN e T - JAN | FEB | MAR [APRIL] MEI | JUNI | JUU | AGT | SEPT | OKT | NOV | s
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan
Iu.l st Al Akon Picubitian e o hici. 1. [Adanya SK Penetapan Tim Reformasl Birokrasi Tahun 2021 v v v
MelakukanEvaluasi pelaksanaan Rencana Aksi R8 dan
2 Rencana Aks| Agen Perubahan di lingkungan kerja melalul 2 Keglatan kick off / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokras! 4 J
" |Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilalan Mandiri Pelaksanaan " |di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten.
Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)
| Monitoring, Evaluas dan 1, Tim R8 KPU RI menerima pelaporan:
Pelaporan a. $K Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor;
b. Rencana Aks| Tahunan RB dan Rencana Aks|
Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aks Agen | 4 Agen perubahan di lingkungan satuan kerja V Y
perubshan di lingkungan kerje kepada: ¢. Lambar Kerja Evaluas! (LKE Unit);
1) Tim pengarah di lingkungan Satker d. Terisinya LKE Unit di splikasi PMPRB Online bag) satuan kerjs yang ditunjuk
3
2) Tim Reformasi Birokras! KPU sebagal sampel,
3) Kementerian PAN R8 malalul aplikasi PMPRB online bag!
SETURY VIS YO UMY SUDAEH! shimple. 2, Tersedlanya dokumen tindak lanjut dari hasll evaluasi Rencana Aksl Agen
2, |Perubshan di lingkungan kerja, serta pelaksanaan yang sudah ditindskianjut! J v
darl evaluasi sebelumnya;
Evaluasi secaraberkala
produkperaturan
perundeng-undangan
(Naskah Dinas Pengaturan Pemataan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di
3 Voot Kakilgen Sekan Kih Adanya data perundang undangan di lingkungan Satuan Kerja v v v ¥ v
menjad| kewenangan di
lingkungan unit
kerja/satuan kerja
Menyempurnaken/
mengubah berbagal
peraturan perundang-
undangan (Naskah Dinas
Pengatursn dan atau
. |Penetapan) yang PRTYNOUMON Tovist nskah thnis pengaiurec den it Jumiah Naskah Dines Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revis) v v ¥ v ¥
penetapan dl lingkungan unit dan satuan kerja
dipandang tidak relevan
Panmsan Parstire lagl, tumpang tindih atau
PRRNAng Undangan disharmonis dengan
4 Penguatan Peraturan parsturan perundang-
Perundang- Undangan/ undangan lain;
Deregulasi Kebijakan
Melakukan deregulasi
untuk memangkas Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau
. |peraturan perundang- penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait _..5_-._““”.87 H:.ﬂ.?i-“zh“”cﬂ”ﬂ“"_’ sl DAY tackinit daron ) v v v v
undangan yang dipandang dengan pelayanan kepada stakeholder; Lol iz
menghambat pelayanan;




PELAKSANAAN (BULAN)

1]
NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN AN | 7e8 T wiaR APRiL] ™E T JuNi | Juu | AGT | T okt Tnov ] o6
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
orumuskan b.':'w Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas
p";m"'" :m" e penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.| v v v v v v Y v N v v
AN DAL Yerg di lingkungan unit dan satuan kerja
dipandang diperiukan;
1, [Pembangunan JDIH Satuan Kerja 1. |Dapst diaksesnya IDIH Satuan Kerja v v v v Al v v v v v v M
Pengelolaan JDIH
2. |Pengelolaan JDIH Satuan Kerja 2. |Updatenya data JOIH Satuan Kerja v ) v v v v v v v v v N
1, |FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan satuan kerja 1. |Dokumentasi laporan FGD Evaluasl Organisasi; v \
Evaluasi organisasi
2. |Pengisian Kuesioner Evaluasl Organisasi 2, |Pelaporan Kuesioner Evaiuasi Organiasal kepada KPU Ri dan Kemenpan R8 v y
3 Penguatan Organisasl/
Kelembagaan 1 ::::: A ORSAAHE DIGH SSE SISl Ok T geiciet )y SOTK Satuan Kerja sesual mandat. v vy y v v v v v v y Y v
Penyesualan SOTK e
2, ::::mn keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional 2, lstruitur Organisast sstuan keria J J J J J J J J J J J 3

1,

Penyusunan peta proses bisnis dan SOP dl lingkungan satusn
kerja;

-

Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesual dengan pedoman penyusunan

. |Pata Proses Bisnis;

2.

Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas den fungs!;

Peta proses bisnis telah sesual dengan dokumen rencana strategis dan rencans
; dan

Telah dilakukan svaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesual

2, |Evaluasi proses bisnis di lingkungan satuan kerja; 1. |dengan efektivitas hubungan kerje antar unit organisasi untuk menghasilkan Y
Peningkatan tata laksana kinerja sesual dengan tujuan organisasi
proses bisnis serta SOP di
lingkungan Satuan Kerja | 2. [Pelaksanaan kegiatan PPID 2. |Pemenuhan permintaan terhadap informasi dan dokumentas! y V v v \ v v Y v ¥ v Y
1 Telah penjabaran dilakukan seluruh peta lintas fungs! (peta level n) ke dalam 4 J
| |SOP;
2, [Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP; ) A
3, |Penyusunan SOP di lingkungan satuan kerja
e . 3, [SOP sudah dilegalken; dan v v
4. |Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan. vy N
4. |Evatuasi SOPdI lingkungan satuan kerja 1. [Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik ) ) v ) v v v ) v v v v
Tata kelola PPID di lingkungan Satuan Kerja: 1. |Adanya kebijakan pendukung PPID; N
L Penyampalan Kebijakan/Maklumat Layanan/ atau Standar 2 Dapat diaksesnys Makiumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait 9
" |Pelayanan/SOP PPID di lingkungan satuan kerja " |permohonan informasi oleh stakeholder;
2 :::;t:lluun kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan 3. |Moningkatrya kepussan layanen PFID; J
Penyelenggaraan :
Keterbukaan Informasi
3. |Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan satuan kerja; 4. |Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; v

Publik




PELAKSANAAN (BULAN)

NO | AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN TN | e8| MAR [APRiL] Ml ] Junt | Jubl | AcT | Seet [ o [ Nov ] o
1) (2) (3) (4) (5) (6)
i _"ﬂ._"x:x-___ monitoring dan evaluasi pengelolsan PPID dan e- 5. |Jumiah sengketa Infi i J
6 Adanya rekomendasi/pelaksanasn rekomendasi hasll monitoring dan evaluasi 4
5. |Survel kepuasan pemohon Informasi __-2_-%.._--= PPID; dan
7. __i..c kepuasan permohon informasi )
4. |Penstaan Tata Laksana
Tata Kelola SPBE di lingkungan unit/satuan kerja:
1) Pembangunan aplikas| inovatif/transformasi Proses blanls/ 1. Kebljakan internal tata kelola SPBE
tarintagrasi dan memiliki paluang besar untuk direplikas| di 2. Kebijakaninternal layanan SPBE (SOP)
4 satuan kerja lain; 3. Dimanfsatkannys aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP; J J Vv J J Vv J g J J Vv
' |2) Stratregl dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; 4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan satuan kerja;
3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi; 5. Jumiah splikas| terintegrasi di lingkungan satuan kerja
4) Pemanfaatan aplikasi berbagl pakai (contoh: e-proc/LPSE, e- 6. Jumish aplikas! berbag! pakal yang dimanfaatkan
budgeting,
Wﬁ_ﬂhﬂhﬁﬂ.&mﬂhu‘ai?g KposTostision: 1, Jumiah dan Jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfastian;
2) Aplikas) Mansjemen i 2. Data pemanfaatan aplikasi Manajeman Kepegswaian.
Tata kelola dan 3, Terisinya data aplikas Manajemen Perencanaan
M Apsani b U T i e B e BT L

Implementas| Sistem
3, |pemerintahan Berbasis

* |4) Aplikas| panganggaran

S) Aplikas) Keuangan

4, Terisinya dats aplikas| Penganggaran
S, Terisinya data aplikasl Manajemen Keuangan

Elektronlk (SPRE) di 6. Terisinysaplikasi manajemen kinerjs
lingkungan satuan kerja wﬁﬂn n...h..nnu_.. i 7. Parsentase Pangadaan melaiul spilkesi pengadaan
1
2 Dapat diaksesnya aplikes) pengaduan oleh publik, SOP dan jumiah
" |engadu/laporan;
Pemanfaatan splikasi SPBE pelayanan publik: Aplikasl Dokumentas! informasl Hukum di lingkungan satuan kerja (JOIH
1) Layanan pengaduan Publik 3 Sekretariat) yang selalu diperbaharul;
3 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum " |Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumish pelapor/Laporan J J J J 4 J v J J 4 J
* |3) Layanan Whistie Blowing System (WB8S) 4 Pengaduan;
4) Layanan Kepemiiuan * [lumish jumiah aplikasi Kepsmiluan yang dimanfaatken, serta:
5) Layanan Informas| dan Dokumentas| (PPID) 1) Data pengunjung bagl aplikasi yang bisa diskses publik
2) Indeks Survel Kepuasan Publik terhadap aplikasi
lumiah pemohon melalul aplikesi PPID Satuan kerja oleh publik.
S.
S hanseasen sistwmstoip 4 Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan satuan
kerja;
Penerapan sistem 2) Kerjasama dengan arsip daerah 2.
: Terkelola is i | ;
% kearsipan yang handal 3) Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan satuan kerja : ._.p}oiori.__.“h“"wi-ﬂn-!nﬁz; A unger Setiian i v v v v v v v v v v v
_.. Jumiah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis
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PELAKSANAAN (BULAN)

BAHA KEGIATA SUB KEGIATAN KEBE
e - - i e JAN | FEB | MAR [APRIL| MEI | JUNI | Juu | AGT | sEPT | OKT [ NOV | oS
- L L] &) 0] e
1
Adanya Program dan keglatan:
1) Jumiah program
Penguatan Sistem 2) Jumlah kegitan

3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi

L. Auntabilitas Kinerja 4) Jumlah kegilatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi

Instansi Pemerintsh

Penguatan Akuntabllitas
Kinerja

Pemantauan dan sinkronisasl SKP setiap pegawal dengan

4 kebutuhan di lapangan

Persentasesasaran Kinerja:

. 1) Jumlah Sasaran Kinerja

2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapal 100% atau lebih

PersentaseAnggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi:

1) Jumiah anggaran total

2) Jumiah anggaran yang berhasl| direfocusing

S. Pelaporan kinerja

Penyusunan SAKIP yang tepat isl dan tepat waktu

" Pemantauan dan sinkronisas| SKP setiap pegawal dengan

kebutuhan d| lspangan

. Tersusunnya revisl SKP

7. Pelaporan kinerja

Penyusunan SAKIP yang tepat is| dan tepat waktu

Pengelolaan Akuntabiiitas
Kinerja

1, Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin;

" Terisinya aplikasi e- Lapkin
" Data e-Lapkin satuan kerja termutakhir

2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerjs; dan

. % jumiah pegawal pengelola akuntabliitas kinerje yang

mempercleh pelatihan
Pengeiola PPBI bersertifiket

Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan
Akuntabilitas Kinerja:

3. 1)JF Analls Pengelols Keuangan APBN
2) JF Pengeliola Pengadaan Barang/ Jasa

3) JF Perencana

Pangelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN
. Pengeiola PBJ yang berstatus JF Pengelols Pengadasn Barang/Jasa

Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana

Pembangunan Zona
Integritas di satuan kerja

1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Satuan Kerje;

Terbentuknya Tim Zona integritas;
Di tandatanganinya Piagam Integritas oleh para pihak dan saksi; dan
Masuknys satuan kerja dalam penilaisn WBK/WBBM.

Panyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan

Adanya Rencanu kerjs Zona Integritas yang sudah dilegalken,

% Satuan Kerje;

3 Pelaksanaan Rencana Aks| Zona Integritas

. Dokumentas| keglatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam

Rencana Aksi Zona Integritas; dan

. % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut

' pembangunan Zona Integritas di lingkungan Satuan Kerje.

. Dokumentas| keglatan monitoring dan evaluasi pembangunan 2|

% pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja

. pembangunan 2|

Melsporkan pembangunan 2| dengan didasarkan pada rencana kerja yang

. _sudah dilegalkan

5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)

. Terisinya LKE 2I; dan
. _Terisinya PMPRB 2| bagi satuan Kerja yang di tunjuk

1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);

. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat
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PELAKSANAAN (BULAN)

EA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN
NO | AR JAN | FEB | MAR [APRIL] mEI | JuNi | Juu | AGT [ sept | okt [ Nov [ oes

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Membangun menerapkan indikator
variabel Zona dan Hijau Pelayanan Publik:
1, Standar Pelayanan:

1) Prasyarat layanan

2) Sistem Mekanisme Prosedur

3) Produk Layanan
4) Jangka waktu penyelesalan 1
5) Biaya/tarif 2

Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU Tersedianya Maklumat
" Pelayanan

Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik
Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak

2. Maklumat pelayanan
3. Sistem Informasi pelayanan publik 4.

4, Sarana prasarana dan fasilitas
Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan
5. PelayananKhusus kepada: 5.
Pembangunan 2ona Hljau Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi
1, 1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan v 4 V
Pelayanan Publlk pengaduan
berkebutuhan khusus (ruang menyusul, Jalur kursi roda, toilet | 6.
Khusus, dl) Tersedianya survel dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil
pengolahannya;
2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan Zi
Tersedianya visl, misi dan moto pelayanan
berkebutuhan khusus v Py

Atribut layanan dapat terlihat publik

6. Pengelolaan Pangaduan 9 Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan satuan kerja;

1) Ketersedlaan sarana pengaduan 10.
2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampalan
aduan;

3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;

7. Penilaian Kinerja beruba sarana pengukuran kepuasan

langganan dan survei oelavanan
Penerapan partisipasi
1, Pembangunan Kerja Sama y
A (0 MK WET D 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemil v v ¥ v v v
publik;
Penerapan reward and
5. pusismant dalsim P o danp ) Feyvard can punshment dauam Adanya pemberian reward dan punnisment dalam pelayanan N v
penyelenggaraan pelayanan internal dan eksternal
pelayanan publik;
TRENGGALEK, 25 JUNI 2021
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA
i dengan aslinya ttd
SeRTEr= Qisi Pemilihan Umum GEMBONG DERITA HADI
Kabupaten\(¥gnjkalek



